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KEPUTUSAN DEWAN PERWAKII-AN MKYAT DAEMH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tenrvujudnya pelayanan publik di daerah
yang berkualitas harus mendasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan
publik ;

b. bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban masyarakat terhadap
pelayanan publik yang diterima, diperlukan adanya suatu
perlindungan dan kepastian secara jelas dan tegas ;

c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun, menetapkan
dan menerapkan standar pelayananan publik di daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam
huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu persetujuan Dewan
Penrakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan
dengan Keputusan Dewan Penrakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor '13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang
Nomor43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Kosumen ;

4. Undang-Undang Nomolt 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ;

5. Undang-Undang Nomoll2 Tahun 2005 tentang Pengesahan
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ;



7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik lndonesia ;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ;

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Publik ;

'l2.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah ;

l5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 T ahvn 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

lT.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

''lS.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang ;

lg.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang;

2O.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 20'10
tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.

2l.Peraturan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Memperhatikan: 1. Laporan Panitia Khusus ll Dewan Penvakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang,tanggal 30 Desember 2014.

2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember2O14.

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat paripuma Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30
Desember 2014.
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Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan segala
perubahannya sebagaimana terlampir menjadi Peraturan Daerah.

Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan
Daerah lGbupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 30 Desember 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEMH
MBUPATEN REMBANG


